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DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT 

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN 

 

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/463/2025 
Tanggal Pembuatan :  22 Februari 2025 
Tanggal Revisi : 22 Oktober 2025 
Tanggal Pengesahan : 22 Oktober 2025 
Disahkan Oleh 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan 
 
 
 
 
 

dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M. 

Nama SOP : Pelaporan/ Pertanggungjawaban Kas Bendahara 
Pengeluaran 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
 

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan 

Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN 
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 

5. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 
Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem 
Sakti 

1. Memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikat (BNT) 
2. Memahami peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 
3. Telah mengikuti pedidikan dan/atau sosialisasi tentang peraturan perundang-

undangan terkait Perbendaharaan Negara 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sakti 
5. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK” 

 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
 

1. SOP Penerimaan Kas 
2. SOP Pengeluaran Kas 

1. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan terkait 
2. Sarana dan Prasarana (Komputer, Telepon, Printer, Scanner, Jaringan Internet, 

ATK) 
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

 

1. Apabila SOP Pelaporan/ Pertanggungjawaban Kas tidak terlaksana, maka 
pelaksanaan pencairan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban atas kas akan 
terlambat 

2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk 
benturan kepentingan 

 

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan 
Medan 



 



 
 

 
 

DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT 

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN 

 

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/464/2025 
Tanggal Pembuatan :  07 Februari 2025 
Tanggal Revisi : 22 Oktober 2025 
Tanggal Pengesahan : 22 Oktober 2025 
Disahkan Oleh 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan 
 
 
 
 
 

dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M. 

Nama SOP : Penerimaan Kas UP/TUP  

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
 

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan 

Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN 
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 

5. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 
Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem 
Sakti 

1. Memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikat (BNT) 
2. Memahami peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 
3. Telah mengikuti pedidikan dan/atau sosialisasi tentang peraturan perundang-

undangan terkait Perbendaharaan Negara 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sakti 
5. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK” 

 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
 

 1. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan terkait 
2. Sarana dan Prasarana (Komputer, Telepon, Printer, Scanner, Jaringan Internet, 

ATK) 
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

 

1. Apabila SOP Penerimaan Kas UP/TUP tidak terlaksana, maka pelaksanaan pencairan 
anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban atas kas akan terlambat 

2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk 
benturan kepentingan 

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan 
Medan 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT 

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN 

 

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/465/2025 
Tanggal Pembuatan :  07 Februari 2025 
Tanggal Revisi : 22 Oktober 2025 
Tanggal Pengesahan : 22 Oktober 2025 
Disahkan Oleh 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan 
 
 
 
 
 

dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M. 

Nama SOP : Pembayaran Honor Kegiatan dan Pengelola Keuangan 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
 

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan 

Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN 
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 

5. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 
Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem 
Sakti 

1. Memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikat (BNT) 
2. Memahami peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 
3. Telah mengikuti pedidikan dan/atau sosialisasi tentang peraturan perundang-

undangan terkait Perbendaharaan Negara 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sakti 
5. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK” 

 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
 

 1. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan terkait 
2. Sarana dan Prasarana (Komputer, Telepon, Printer, Scanner, Jaringan Internet, 

ATK) 
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

 

1. Apabila SOP Pembayaran Honor Kegiatan dan Pengelola Keuangan tidak terlaksana, 
maka pelaksanaan pencairan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban atas 
kas akan terlambat 

2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk 
benturan kepentingan 

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan 
Medan 

 



 



 
 

 
 

DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT 

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN 

 

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/466/2025 
Tanggal Pembuatan :  07 Februari 2025 
Tanggal Revisi : 22 Oktober 2025 
Tanggal Pengesahan : 22 Oktober 2025 
Disahkan Oleh 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan 
 
 
 
 
 

dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M. 

Nama SOP : Pencairan Dana 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
 

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan 

Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN 
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 

5. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 
Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem 
Sakti 

1. Memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikat (BNT) 
2. Memahami peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 
3. Telah mengikuti pedidikan dan/atau sosialisasi tentang peraturan perundang-

undangan terkait Perbendaharaan Negara 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sakti 
5. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK” 

 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
 

 1. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan terkait 
2. Sarana dan Prasarana (Komputer, Telepon, Printer, Scanner, Jaringan Internet, 

ATK) 
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

 

1. Apabila SOP Pencairan Dana tidak terlaksana, maka pelaksanaan pencairan 
anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban atas kas akan terlambat 

2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk 
benturan kepentingan 

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan 
Medan 

 

 



 

 



 
 

 
 

DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT 

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN 

 

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/467/2025 
Tanggal Pembuatan :  07 Februari 2025 
Tanggal Revisi : 22 Oktober 2025 
Tanggal Pengesahan : 22 Oktober 2025 
Disahkan Oleh 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan 
 
 
 
 
 

dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M. 

Nama SOP : Penatausahaan Pajak 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
 

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan 

Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN 
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 

5. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 
Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem 
Sakti 

1. Memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikat (BNT) 
2. Memahami peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 
3. Telah mengikuti pedidikan dan/atau sosialisasi tentang peraturan perundang-

undangan terkait Perbendaharaan Negara 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sakti 
5. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK” 

 
 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
 

 1. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan terkait 
2. Sarana dan Prasarana (Komputer, Telepon, Printer, Scanner, Jaringan Internet, 

ATK) 
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

 

1. Apabila SOP Penatausahaan Pajak tidak terlaksana, maka pelaksanaan pencairan 
anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban atas kas akan terlambat 

2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk 
benturan kepentingan 

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan 
Medan 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT 

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN 

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/468/2025 
Tanggal Pembuatan :  07 Februari 2025 
Tanggal Revisi : 22 Oktober 2025 
Tanggal Pengesahan : 22 Oktober 2025 
Disahkan Oleh 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan 
 
 
 
 
 

dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M. 

Nama SOP : Rekonsiliasi SAKTI dan SPAN 
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

 
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan 

Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN 
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 

5. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 
Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem 
Sakti 

1. Memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikat (BNT) 
2. Memahami peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 
3. Telah mengikuti pedidikan dan/atau sosialisasi tentang peraturan perundang-

undangan terkait Perbendaharaan Negara 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sakti 
5. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK” 

 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
 

 1. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan terkait 
2. Sarana dan Prasarana (Komputer, Telepon, Printer, Scanner, Jaringan Internet, 

ATK) 
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

 

1. Apabila SOP Rekonsiliasi SAKTI dan SPAN tidak terlaksana, maka pelaksanaan 
pencairan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban atas kas akan terlambat 

2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk 
benturan kepentingan 

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan 
Medan 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT 

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN 

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/469/2025 
Tanggal Pembuatan :  07 Februari 2025 
Tanggal Revisi : 22 Oktober 2025 
Tanggal Pengesahan : 22 Oktober 2025 
Disahkan Oleh 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan 
 
 
 
 
 

dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M. 

Nama SOP : Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan 
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

 
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan 

Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN 
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 

5. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 
Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem 
Sakti 

1. Memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikat (BNT) 
2. Memahami peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 
3. Telah mengikuti pedidikan dan/atau sosialisasi tentang peraturan perundang-

undangan terkait Perbendaharaan Negara 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sakti 
5. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK” 

 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
 

 1. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan terkait 
2. Sarana dan Prasarana (Komputer, Telepon, Printer, Scanner, Jaringan Internet, 

ATK) 
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

 

1. Apabila SOP Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tidak terlaksana, 
maka pelaksanaan pencairan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban 
atas kas akan terlambat  

2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala 
bentuk benturan kepentingan 

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan 
Medan 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT 

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN 
 

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/470/2025 
Tanggal Pembuatan :  12 Februari 2025 
Tanggal Revisi : 22 Oktober 2025 
Tanggal Pengesahan : 22 Oktober 2025 
Disahkan Oleh 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan 
 
 

 
 
 
 

      dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M. 
Nama SOP : Pengelolaan Utang 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan 

Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN 
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 

5. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 
Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem 
Sakti 

1. Memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikat (BNT) 
2. Memahami peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 
3. Telah mengikuti pedidikan dan/atau sosialisasi tentang peraturan perundang-

undangan terkait Perbendaharaan Negara 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sakti 
5. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK” 

 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
 1. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan terkait 

2. arana dan Prasarana (Komputer, Telepon, Printer, Scanner, Jaringan Internet, 
ATK) 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
 

1. Apabila SOP Pengelolaan Utang tidak terlaksana, maka pelaporan 
pertanggungjawaban keuangan tidak akurat 

2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk 
benturan kepentingan 

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan 
Medan 

 

 

 



 


